
BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAE}UPATEN
LOMBOK UTARATAHUN 2O2I - 2026

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Mengingat

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten lombok Utara Tahun 202l-2026 

'
maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (21 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Ke{a Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok
Utara Tahun 2021-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
7sl;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor
33, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
47OOl;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor 99, Tambahan l,embaran Negara
Repubtik Indonesia Nomor 4872);

Menimbang



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daera-h (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara PenyT rsunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8t7l;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Perangkat Daerah (l..embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2017 Nomor
105);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tetang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l..embaran Negara Repubtk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (I*m;baran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keq'a Pemerintah Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 14471 , yang
dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-
2025 (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 20O8 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3
Tahun 2Ol0 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat Tahun 2OO9-2O29 (Lrmbaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

20. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Iembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor l,
Tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Talaun 2O2l
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2OI9-2O23
(kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Nomor 171);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12
Tahun 2OlO tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten tombok Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun
2O1O Nomor 12, Tambahan I*mbaran Daerah Kabupaten
Lombok Utara Nomor l2);

22. Peraturarr Daerah Kabupaten tombok Utara Nomor 9 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
lombok Utara Tahun 2011-2031 (lembaran Daerah
Kabupaten Ipmbok Utara Tahun 2011 Nomor 9).

Dengan Persetqjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN I.OMBOK UTARA

dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN IOMBOK UTARA
TAHUN 2021 - 2026.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Da-lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah s6lagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan ralryat daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten lombok Utara.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daearah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Lombok Utara.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumberdaya
yang tersedia.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanazrn.

9. Misi adatah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

12. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tuJuan
pembangunan jangka panjang daerah.

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pu sat/ Daerah
untuk mencapai tujuan.

15. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatart
yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran
dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat
yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

16. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output) , hasil (outcome), dampak (impact).

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona-l Tahun 2OO5 -2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun terhitung sejak
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5 -2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten l,ombok Utara untuk periode 2O (dua
putuh ) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2O2l- 2026 yang
selanjutreya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk periode 5 (Iima)
tahunan yang merupakan penjabaran dari rrisi, misi dan program Kepala
Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJP
Nasional.



20. Rencana Keda Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana kerja tahunan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAE} II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah periode 202l-2026 dilaksanakan dengan RPJM
Daerah.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Iombok Utara Tahun 202l-2026 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAI} VI

BAB VII

PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
PERMASAI.AHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
KINERJA PET.IYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
PENUTUP

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJM Daerah.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasa-l 6

(1) Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam Kurun waktu Tahun
2021.-2026 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten.

(2) RPJMD Kabupaten l,ombok Utara Tahun 202l-2026 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 3

(1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang menjadi bagian tidak perpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
pen1rusun€rn RPKP Daerah Kabupaten yang memuat Program Kegiatan SKPD.

(3) RPJM Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJP Provinsi Nusa Tenggara
Barat.

BAB VIII
BAB IX

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam t embaran Daerah Kabupaten t ombok
Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 26 Agustus 2021E:Yffi*C
lH. o.lonerrr sJAMSU

\

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 26 Agustus 2021

PJ. SEKREIARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK 

''O?
tt&KQ-

H. RADEN NURJATI

LEMBARAN DAERAH KAI}UPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021 NOMOR 8

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2021

BAB IV
PENUTUP


